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ABSTRAK 
MAULANA YUSUF SEKNUN (B111 07508). PENYELESAIAN 
SENGKETA HIBAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR (STUDI 
KASUS ATAS PERKARA  No. 1497/Pdt. G/2012/PA. Mks), di bawah 
bimbingan Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., sebagai Pembimbing I dan 
Achmad, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II. 
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
sejauh mana implementasi syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam 
dan mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan 
perkara No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks. 
Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian  di 
Pengadilan Agama Makassar dan Universitas Islam Negeri Makassar. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa : kedudukan 
harta warisan yang berupa rumah permanen yang telah dihibahkan 
kepada penerima hibah (tergugat), yang dimana akan beralih kepada 
penerima hibah dan tidak dapat dapat dicabut atau dibatalkan kecuali 
hibah untuk anak sesuai dengan pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam 
mengenai Hibah. Sepanjang tidak ada upaya yang bersifat melanggar 
hukum yang tujuannya mempercepat proses peralihan hibah dan nilai dari 
harta yang dihibahkan tidak melebihi1/3 dari jumlah harta pemberi hibah 
itu sendiri serta harus adanya saksi ataupun bila ada saudara-saudara 
dari penerima hibah tentun harus diketahuinya hal tersebut. Dari kedua 
tempat penelitian yaitu UIN Makassar dan Pengadilan Agama Makassar 
yang dilakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Makassar, 
Drs.H. A. R. Budidin, S.H, M.H, dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, 
UIN Makassar, Prof.Dr.H. Aliparman MA. Menguatkan putusan dari 
Pengadilan Agama Makassar, sehingga menurut analisis penulis masih 




MAULANA YUSUF SEKNUN (B111 07508).GRANT DISPUTE 
RESOLUTION IN THE COURT OF RELIGION MAKASSAR (CASE 
STUDY THE CASE No.1497/Pdt. G/2012/PA. Mks), under the guidance 
of Prof.. Dr.. Sukarno Aburaera, SH, as Supervisor I and Ahmad, SH, MH, 
as the Supervisor II. 
The purpose of this study was to determine the extent of 
implementation of the grant requirements according to Islamic Law 
Compilation and determine the extent of the legal considerations judge in 
the decision of the case No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks. 
The study was conducted by taking the study sites in the Religious 
Courts of Makassar State and Islamic University of Makassar. 
Based on the results obtained that : position in the form of 
inheritance which has been granted a permanent home to the grantee (the 
defendant). Which will be transferred to the grantee and can not be 
revoked or canceled unless the grant for the child in accordance with the 
provisions of the Compilation of Islamic Law on Grants. As long as no 
attempt is unlawful grant aims to accelerate the transition process and the 
value of the donated property is not exceed 1/3 of the amount of the 
grantor's own property and must have no witnesses or if there are brothers 
and sisters of the grant recipient must tentun knows it. From both points of 
research that UIN Makassar and Religious Court of Makassar, conducted 
an interview to the Religious Court Judges Makassar, Drs.H. A. R. 
Budidin, SH, MH, and Dean of the Faculty of Sharia and Law, UIN 
Makassar, Prof.Dr.H. Aliparman MA. Religious Court upheld the ruling of 
Makassar, so according to the author of the analysis is wrong and the 
writer tends to agree on religious court decision Makassar.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang 
berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang dicintainya 
sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana kelanjutan 
pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal 
dunia itu. 
Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang 
sebagai adanya peristiwa hukum akibat meninggalnya seseorang, diatur 
oleh hukum kewarisan. Jadi, hukum kewarisan itu dapat dikatakan 
sebagai “himpunan peraturan-peraturan hukum bagaimana caranya 
pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, 
oleh ahli waris atau badan hukum lainya”. 
Dilihat dari sumber hukumnya, Kompilasi Hukum Islam yang 
berorientasi kepada agama dengan dasar doktrin keyakinan dalam 
membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat, 
sumber hukumnya merupakan satu kesatuan yang berasal dari firman 
Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui cara nabi berkata, 
berbuat dan berdiam (takrir) dengan menghadapi manusia dengan tingkah 
lakunya dapat dikembangkan dengan sesuai yang dibutuhkan dalam 
pergaulan hidup, tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya1. 
                                                     
1
 Dede lbin. 2010. Hibah, Fungsi dan Korelasi dengan Kewarisan. www. 
Google.yahoo.co.id. Diakses tanggal 10 September 2013. 
2 
Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu 
kematian dan setiap kematian itu bagi mahkluk hidup merupakan peristiwa 
yang lazim. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu mahkluk hidup 
walaupun merupakan peristiwa yang lazim justru menimbulkan akibat 
hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan 
peristiwa hukum. Artinya, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, 
maka segala sesuatu hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama 
hidup akan ditinggalkan. 
Hak dan kewajiban itu pada umumnya, sesuatu yang berwujud atau 
berwujud dalam bentuk benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, 
tetapi nasib kekayaan  yang berbentuk benda sebagai peninggalan 
seseorang saat meninggal dunia akan jadi benda warisan. 
Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang 
tercantum dalam Al-Qur‟an merupakan suatu hal yang absolute dan 
universal bagai setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. 
Sebagai ajaran yang universal, Hukum  Kewarisan Islam mengandung 
nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi 
segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Al-Qur‟an 
mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu 
hukum, sebab hukum menurut Al-Qur‟an, tidak hanya diartikan sebagai 
ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga 
mengatur segala sesuatu yang ada dalaam alam semesta raya ini, salah 
satu bentuk peralihan harta kekayaan adalah hibah2. 
Dimana dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan 




sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja diantara 
sesama muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda 
agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW 
pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah memberikan 
sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah3. 
Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam adalah mengenai 
harta kekayaaan, tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain 
baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ketiga jenis perkara di atas 
termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang 
beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada 
Hukum Islam4. 
Dari kenyataan di atas hibah dapat dikatakan sebagai sarana untuk 
memupuk tali/ikatan pergaulan atau persaudaraan sesama umat manusia. 
Hibah memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat tali silarurahmi, yang dapat 
diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan lain-
lain. Hibah ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan 
warisan. 
Keadaan demikan itu tidak selaras dengan maksud dari hibah yang 
sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang 
sengketa tanah hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal 




 Roihan A, Rasyid , 1991. Hukum acara peradilan agama. Raja GrafindoPersada. 
Jakarta. Hal.33 
4 
fungsi utama dari hibah yaitu memupuk persaudaraan/silaturahmi. 
Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma ataupun 
suatu bentuk hadiah kepada seseorang. Pemberian hibah dilaksanakan 
agar masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah, 
tapi kenyataannya hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap 
permasalahan-permasalahan tanah. 
Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang 
sering terjadi. Hal ini karena pihak penerima hibah yang tidak memenuhi 
persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Dalam hukum 
hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat 
beberapa pengecualian, dimana hibah dapat ditarik. 
Pembatalan ataupun penarikan hibah ini dapat diselesaikan melalui 
tinjauan Hukum Islam dan juga dapat ditinjau dari Hukum Adat yang 
berlaku setempat. Apabila sempurna suatu akad hibah dengan memenuhi 
rukun dan syaratnya serta berlaku penyeraahan dan penerimaan barang, 
maka harta itu menjadi milik penerima hibah sekalipun tanpa balasan 
(„iwad). Namun demikian, adakah hibah berkenaan boleh ditarik selepas 
itu menjadi perselisihan di kalangan fuqaha’ seperti berikut 5: 
(1) Menurut pendapat maszhab Hanafi, pemberi hibah boleh tetapi 
makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan dia boleh 
memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku 
penyerahan (qabd), kecuali hibah itu dibuat dengan balasan 
(„iwad). 
                                                     
5
 Dede Ibin. 2010. Hibah, Fungsi dan Korelasi dengan Kewarisan. 
www.Google.yahoo.co.id. Diakses tanggal 10 September 2013 
5 
(2) Menurut pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian 
fuqaha‟ mazhab Maliki penarikan balik hibah boleh berlaku 
dengan semata-mata ijab dan qabul. Tetapi apabila disertakan 
dengan penyerahan dan penerimaan barang (al-qabd) maka 
hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang 
dibuat oleh orang tua kepada anak-anaknya selama mana 
harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain. 
(3) Menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi 
hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat 
kecuali hibah orang tua kepada anak-anaknya. Ini adalah 
berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang artinya : “Orang-
orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang 
memakan kembali muntahnya…” (H.R. Bukhari dan Muslim). 
Sesungguhpun Islam membenarkan penarikan hibah yang dibuat 
oleh orang tua kepada anak-anaknya, tetapi ia terikat dengan syarat 
bahwa harta tersebut masih lagi didalam pemilikan anaknya (cucunya). 
Sekiranya harta itu sudah tidak lagi dalam kekuasaan  dan pemilikan 
anaknya seperti telah dijual, diwakaf atau dihibah kepada orang lain dan 
harta itu telah diterima oleh penerima hibah (orang lain), maka hibah 
berkenaan tidak boleh ditarik lagi. 
Dalam Hukum Islam pada praktek pelaksanaan penyelesaian 
sengketa-sengketa hibah di Pengadilan Agama, sering ditemukan 
beberapa masalah yang memerlukan solusi atau penyelesaian, 
diantaranya hibah atas semua harta (ruju). Begitu pula barang yang 
6 
dihibahkan jika berhubungan dengan warisan dan wasiat terhadap ahli 
waris, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 mengatur hibah 
dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan6. 
Dalam kenyataannya di Pengadilan Agama Makassar terdapat 
putusan perkara yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di 
mana hakim memutuskan pemberian hibah melebihi bagian yang telah 
ditetapkan yakni 1/3 bagian dari harta peninggalan. Dalam putusan 
tersebut, pewaris Saleh meninggalkan 13 (tiga belas) orang anak. Pada 
saat bapak penggugat (Saleh) dan bapak dari tergugat (Wahyu) telah 
meninggal, ia meninggalkan 3 buah objek harta warisan yang hingga kini 
belum pernah terbagi waris, di mana salah satunya objek waris III berupa 
1 unit rumah terletak di Komp. BTN Minasa Upa dengan nilai riil ditaksir 
antara Rp.500.000.000 (lima ratus juta) sampai Rp.600.000.000 (enam 
ratus juta), dihibahkan kepada salah seorang anaknya bernama Wahyu 
(tergugat), dengan dalil sewaktu almarhum masih hidup, Wahyu (tergugat) 
memperoleh hibah dari Bapak tergugat (Saleh). Berupa Objek nomor III 
dimaksud awalnya memang atas nama bapak tergugat (Saleh) pada saat 
melakukan akad kredit dan atau pembayaran awal demikian dengan 
cicilannya namun karena ketidak mampuan Bapak tergugat (Saleh) untuk 
melanjutkan pembayaran cicilannya, maka ia mengalihkan kepada pihak 
lain. Maksud tersebut disampaikan kepada tergugat sehingga tergugat 
melarang dan mengambil alih proses pembayaran cicilan objek nomor III 
tersebut, termasuk mengganti uang muka yang telah dibayarkan oleh 
bapak tergugat (Saleh), demikan sehingga objek nomor III ini lunas. 
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Maka muncullah Akte Hibah yang dimaksud dan hal ini diketahui 
oleh ibu tergugat (Nija). Sehingga, pembayaran dan penggantian uang 
kepada bapak tergugat dilakukan atas dasar orang tua/bapak dengan 
anaknya maka tidak dilakukan secara formil layaknya yang dilakukan 
dengan orang lain, artinya dilakukan berdasarkan saling percaya, 
berdasarkan hal tersebut sehingga Bapak tergugat (Saleh) memberikan 
hibah kepada anaknya tergugat (Wahyu) oleh karena itu tidak mungkin 
ada Akta Jual Beli. Namun setelah pewaris meninggal, pemberian hibah 
tersebut menimbulkan permasalahan antara tergugat (Wahyu) dengan 
Ahli Waris lainnya, karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan 
dengan cara kekeluargaan, maka ke 12 (dua belas) penggugat 
mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Makassar dengan 
Nomor 1497/Pdt.G/2012/PA Mks. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sejauh mana syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 
2. Sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam putusan 
perkara No.1497/Pdt.G/2012/PA.Mks? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Mengetahui sejauh mana implementasi syarat hibah menurut 
Kompilasi Hukum Islam. 
8 
2. Mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum Hakim dalam 
putusan perkara perkara No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks. 
Manfaat penelitian ini adalah : 
1. Dari segi teoritis, dapat memberikan masukan pemikiran baik itu 
berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun 
pengembangan teori-teori dalam ruang lingkup studi hukum dan 
masyarakat. 
2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharpakan dapat dijadikan 
sebagai bahan masukan (input) bagai semua pihak, yaitu bagai 
masyarakat pada umumnya dan hakim pada khususnya, dalam 






A. Tinjauan Hukum tentang Hibah  
1. Pengertian Hibah 
Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata 
wahaba, yang berarti pemberian7. Sedangkan hibah menurut istilah 
adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain 
di waktu ia masih hidup tanpa imbalan 8. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g 
mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu 
benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang 
lain yang masih hidup untuk dimiliki9. Kedua definisi di atas sedikit 
berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan 
pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. 
Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap 
penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang 
lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah 
itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan 
adalah materi dari harta tersebut. 
Kata "di waktu masih hidup", mengandung arti bahwa perbuatan 
pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Jadi bila beralih berarti 
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yang berhak sudah mati, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu 
semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa 10. 
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu 
perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa 
mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan 
persyaratan apapun juga. 
Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma, dalam 
perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan adanya prestis dari satu 
pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra 
prestisnya sebagai imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan 
perjanjian sepihak. Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi 
untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima kontra prestasi. 
Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, 
penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah 
adalah batal11. Dalam hal ini hibah berbeda dengan perjanjian jual beli, 
jika dalam jual beli penjual hams melindungi pihak pembeli, maka dalam 
penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila 
ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya dari 
penghibah maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. 
Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian 
cuma-cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan 
pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik 
yang sebenarnya. 
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Dalam KUH Perdata mengenal dua macam penghibahan yaitu 12: 
a. Penghibahan formal (formate schenking) yaitu hibah dalam arti 
kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 
KUH Perdata saja, di mana pemberian misalnya syarat cuma-
cuma.  
b. Penghibahan Materil (Materiele schenking) yaitu pemberian 
menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual 
rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 
KUHPerdata penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, 
tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan 
sebagai pemberian. 
 
Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya hibah 
merupakan suatu perjanjian dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata 
bahwa : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian hibah ini tidak 
ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena 
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.  
2. Syarat-syarat Hibah 
Hibah dalam Ensiklopedi Islam, para fukaha (ahli fikih) 
mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik 
seseorang kepada orang lainsemasa hidupnya tanpa ganti rugi. 
Disebutkan pula, meskipun hibah merupakan akad yang sifatnya 
untuk mempererat silahturahmi antara sesama manusia, namun sebagai 
tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 
baik oleh yang memberikan maupun oleh yang menerima hibah. 
Akibatnya, jika salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi, maka 
hibah tersebut menjadi tidak sah. 
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Ada beberapa rukun hibah yaitu 13:  
1) Ada ijab dan Kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak 
milik seseorang   (yang   menghibahkan)   kepada   orang   lain   
(yang menerima hibah). 
Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, 
dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang 
mengandung arti pemberian. Terhadap kabul (penerimaan dari 
pemberian hibah), para ulama berbeda pendapat. Imam Maliki 
dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa harus ada pernyataan 
menerima (kabul) dari orang yang menerima hadiah, karena 
kabul itu termasuk rukun. 
Sedangkan bagi segolongan ulama Mazhab Hanafi, 
kabul bukan termasuk rukun hibah. Dengan demikian, sigat 
(bentuk) hibah itu cukup dengan ijab (pernyataan pemberian) 
saja. 
2) Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. 
Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-
benar milik penghibah secara sempurna dan penghibah harus 
orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karena 
itu, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula 
hibah orang gila atau anak kecil. Syarat lain yang penting bagi 
penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas 
kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar. 
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3) Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik 
penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik 
orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui 
agama. 
Dengan demikian, jika harta yang akan dihibahkan tidak ada, 
harta tersebut masih dalam khayalan atau harta yang dihibahkan itu 
adalah benda-benda yang materinya diharamkan agama, maka 
hibah tersebut tidak sah. 
Syarat-syarat hibah agar perjanjian hibah sah dan dapat 
dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut 14: 
1) Syarat-syarat bagi penghibah 
a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan 
demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. 
b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan 
oleh sesuatu alasan. 
c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut 
hukum (dewasa dan tidak kurang akal). 
d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah. 
2) Syarat-syarat bagi penerima hibah 
Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar 
ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan 
dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) 
sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang 
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Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, 
walau  bagaimana  pun  kondisi  fisik  dan   keadaan  mentalnya. 
Dengan demikian member! hibah kepada bayi yang masih ada 
dalam kandungan adalah tidak sah.  
3) Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan  
a) Benda tersebut benar-benar ada; 
b) Benda tersebut mempunyai nilai; 
c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya 
dan pemilikannya dapat dialihkan; 
d) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan 
kepada penerima hibah. 
Hibah artinya pemberian, yaitu pemberian seseorang kepada 
keluarganya, teman sejawatnya atau kepada orang-orang yang 
memerlukan dari hartanya semasa hidupnya. 
Pemberian yang dimaksud di atas, tentunya pemberian menurut 
yang dikehendaki oleh agama Islam. Sebab seseorang bisa saja 
memberikan seluruh harta bendanya terhadap siapa saja yang 
dikehendaki. Pemberian yang semacam ini jelas akan mendatangkan 
mudharat, yakni mudharat kepada ahli warisnya, oleh karena itu 
Rasulullah SAW melarang berwasiat melebihi sepertiga dari harta 
warisan, sedangkan vvasiat pada hakekatnya sama saja dengan hibah,  
keduanya bisa mendatangkan kerugian kepada ahli warisnya. Di dalam 















Artinya :  
.... dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. 
jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat 
seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi 
wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. 
Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan 
jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, 
Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-
laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka 
bagi masing-masing dari kedua-jenis saudara itu seperenam harta. 
tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka 
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 
dengan tidak member! mudharat (kepada ahli waris). 
 













Artinya :  
... bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 
suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah 
beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-
kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; 
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 
menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila 
ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang 
yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa. 
 
Dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa 
hibah atau pemberian yang mendatangkan kebaikan adalah 
mendahulukan kerabat atau ahli waris kemudian orang lain. 
Kompilasi Hukum Islam memuat substansi hukum penghibahan 
yang terdiri dari 5 Pasal mulai Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 yaitu : 
a. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dan 
orang yang menghibahkan.  
b. Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua ke anak. 
c. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah. 
d. Pasal 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah 
yang sudah mendekati ajalnya. 
e. Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi Warga 
Negara Asing. 
Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain 
harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 
tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-
banyaknya 1/3 dari hartanya (Pasal 210) Sedangkan hibah yang 
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dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan 
sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (Pasal 
211). 
Penarikan   hibah  terhadap  harta  yang  telah  dihibahkan  tidak 
mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada 
anaknya (Pasal 213) Secara jelasnya ketentuan hibah di dalam Kompilasi 
Hukum Islam adalah :  
a. Defenisi Hibah 
Hibah dari segi bahasa ialah suatu pemberian yang diberikan 
bukan karena tanggungjawab tertentu dan pemberian ini memberi 
manfaat kepada penerima. Menurut istilah syarah, hibah ialah suatu akad 
yang dapat memindahkan milik sesuatu tanpa barang gantian ketika 
masih hidup dan dibuat secara sukarela. 
Hibah diartikan sebagai pemberian hak (harta) secara sukarela 
kepada orang lain dengan tujuan baik, Selain hibah, pemberian daiam 
bahasa Arab juga disebut Tabarru' dan 'Atiyah. Hibah merupakan 
pemberian kepada seseorang karena sesuatu penghargaan atau kasih 
sayang kepadanya. 
b. Dalil 
Dalil atau dasar pemberian hibah terdapat pada Firman Allah 
S.W.T dalam Surah Al Baqarah 272 
 ُءاَشَي ْنَم يِدْه َي َهَّللا َّنِكََٰلَو ْمُهاَدُه َكْيَلَع َسَْيل  ۗ  ٍْيَْخ ْنِم اوُقِفْن ُت اَمَو
 ْمُكِسُف َْنِلَِف  ۗ  ِهَّللا ِهْجَو َءاَغِْتبا َّلَِّإ َنوُقِفْن ُت اَمَو  ۗ  َّفَو ُي ٍْيَْخ ْنِم اوُقِفْن ُت اَمَو
 َنوُمَلْظُت َلَّ ْمُت َْنأَو ْمُكَْيلِإ 
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Artinya :  
Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, 
akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan (di jalan allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. 
Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena 
mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup 
sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). 
 
Dalil dari hadist Nabi yaitu Khalid bin *Adi al-Jahni telah berkata: 
Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa 
diberikan kebaikan oleh saudaranya bukan karena ia minta dan 
dengan tidak berlebih-lebihan, maka terimalah dan janganlah 
ditolak karena sesungguhnya kebaikan tersebut merupakan rezeki 
yang Allah berikan kepadanya ". (Riwayat Ahmad) 
 
c. Hukum hibah 
Hukum hibah di dalam Islam yaitu sunnah. Hibah ini sangat 
dianjurkan karena ada beberapa manfaat dari pemberian hibah ini dan 
dapat menjadi solusi dalam permasalahan harta warisan. 
3. Proses Terjadinya dan Hapusnya Hibah 
Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) 
sebagai penghibah kepada siapa yang dikehendaki ketika penghibah 
daiam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa 
pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela 
demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat15 
Si pemberi hibah yang telah berkehendak secara sukarela 
menghibahkan barang milik kepada penerima hibah kemudian 
melaksanakan proses dalam tata cara dalam Hukum Islam maupun 
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KUHPerdata untuk mensahkan proses hibah tersebut. 
Menurut ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata pada dasarnya 
sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali16: 
1. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan 
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atas 
membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil 
jiwa si penghibah; 
3. Apabila si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah 
kepada si penghibah, setelahnya si penghibah jatuh dalam 
kemiskinan. 
 
Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan 
dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal 
(Pasal 1690 KUHPerdata). 
Menurut Muh. Idris Ramulyo17 bahwa : 
Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan ahli waris si penghibah, 
kecuali apabila si penghibah semula telah diajukan tuntutan, 
ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam 1 (satu) tahun 
setelah peristiwa yang dituduhkan. 
 
Pada praktiknya,  peralihan  hak atas tanah yang dilakukan di 
hadapan PPAT dituangkan ke dalam blanko akta yang siap diisi oleh 
PPAT, di mana akta tersebut formatnya sudah baku. Pada kenyataan di 
lapangan didapati adanya sengketa Tanah Hibah yang ditimbulkan oleh 
ketiadaan perlindungan bagi para pihak terutama Pihak Pemberi Hibah 
yang disebabkan karena tidak adanya otensitas kesepakatan perjanjian 
bersama antar pemberi dan penerima hibah. Oleh karenanya diperlukan 
suatu akta yang menyertai Akta Hibah Tanah guna mencegah atau 
meminimalisir timbulnya sengketa antara pihak pemberi hibah dengan 
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pihak penerima hibah. 
Akta yang menyertai Akta Hibah Tanah yang dimaksudkan adalah 
Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat di hadapan Notaris. Pokok 
permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan 
pemenuhan syarat otentisitas dari Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) yang disertai Akta Kesepakatan Bersama sebagai 
kekuatan pembuktian yang sempurna dan permasalahan yang berkaitan 
dengan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merangkap 
jabatan sebagai Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur pada 
peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta kesepakatan 
bersama yang menyertai akta hibah tanah. 
Otentisitas dari akta yang dipergunakan dalam penghibahan atas 
tanah dalam hal ini dengan menggunakan blanko Akta Hibah Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disertai dengan akta kesepakatan 
bersama yang dibuat secara notariil. Ha! ini digunakan sebagai wadari 
untuk menampung  kesepakatan-kesepakatan tertentu antara  pemberi 
hibah dengan penerima hibah. Jika dikaitkan dengan Pasal 1868 
KUHPerdata tentang syarat suatu akta dianggap sebagai akta otentik 
(bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau di 
hadapan pegawai umum yang berwenang) dapat dipenuhi oleh Akta 
Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Atas Tanah 
(bentuknya dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 
tentang Jabatan Notaris). Sedangkan Akta Hibah Tanah/PPAT belum 
memenuhi keotentikan akta berdasarkan pasal yang dimaksud karena 
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Akta Hibah Tanah/PPAT bentuknya hanya ditentukan berdasarkan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka. BPN) Nomor 3 Tahun 1997 yang 
bukan berupa Undang-Undang walaupun dalam pembuatan Akta Hibah 
Tanah/PPAT ini dibuat dihadapan PPAT sebagai pegawai umum. Namun, 
apabila ditinjau dari fungsi akta sebagai syarat untuk menyatakan adanya 
suatu perbuatan hukum dan sebagai alat pembuktian, keduanya dapat 
memenuhi ketentuan tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas maka, dapat ditarik kesimpulan 
kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merangkap 
jabatan sebagai Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 17 butir g Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disebutkan 
bahwa dalam pembuatan Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai 
Akta Hibah Tanah adalah harus sebagai Notaris yang wilayah kerjanya 
sama dengan wilayah kerja Notaris tersebut sebagai PPAT, di mana hal 
ini dapat ditentukan berdasarkan letak objek tanah yang dihibahkan. 
Perumusan pasal-pasal yang dikehendaki antara pihak pemberi 
hibah dan penerima hibah atas tanah, dalam Akta Kesepakatan Bersama 
yang menyertai Akta Hibah Tanah/PPAT haruslah tidak saling 
bertentangan. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum pada Pasal 16 ayat 
(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan 
bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris wajib untuk 
bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini bertujuan 
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untuk mencegah serta meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di 




Peralihan hak melalui hibah ditandai dengan dihasilkannya suatu 
akta hibah. Akta hibah biasanya dibuat oleh notaris atau para pejabat 
yang berwenang dengan melampirkan syarat-syarat dalam 
pengurusannya. Syarat-syarat pengurusan peralihan hak karena hibah 
(orangtua ke anak) sebagian sama walaupun syarat-syarat peralihah hak 
karena hibah (umum) ada syarat yang dikurangi. 





2. Salinan Akta sebelumnya 
3. SPPT PBB & STTS PBB ( 5 (lima) tahun terakhir) 
4. KTP Suami/istri (pemberi hibah) 
5. Surat Hibah (pemberi hibah) 
6. Kartu Keluarga (pemberi hibah) 
7. Akta kelahiran (penerima hibah) 
8. KTP (penerima hibah) 
9. Surat pemyataan (penerima hibah) 
10. Bukti bayar BPHTB 50 % ( NJOP - Tidak kena pajak) x 5 %)  
 
Syarat-syarat peralihan hak karena hibah (umum): 
 
1. Sertifikat 
2. Salinan Akta sebelumnya 
3. SPPT & STTS PBB ( 5 (lima) tahun terakhir) 
4. KTP suami/istri (pemberi hibah) 
5. Pernyataan belum kawin (pemberi hibah) 
6. Surat pernyataan 
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4. Tujuan Mengadakan Hibah 
Menurut Eman Suparman 20 hibah kepada seorang ahli waris atau 
kepada mereka yang dianggap berhak menerima harta pewaris, dilakukan 
dengan tujuan : 
1. Mencegah perselisihan diantara para ahli waris, atau antara ahli 
waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat 
pembagian harta peninggalan pewaris; 
2. Pernyataan rasa kasih sayang kepada penerima hibah; 
3. Sebagai bekal anak-anak di kemudian hari; 
4. Untuk menyempurnakan arwah pewaris (Singaraja-Kecamatan 
Indramayu). 
 
Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin 
kerjasama sosial yang   lebih   baik  dan   untuk   lebih   mengakrabkan 
hubungan sesama manusia. Islam sesuai dengan namanya, bertujuan 
agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan 
serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan 
bersama atau pribadi .21 
Hibah, hadiah dan sedekah mempunyai kesamaan makna, yaitu 
menjadikan sesuatu sebagai hak milik tanpa pamrih, hanya semata-mata 
ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan memberikan sesuatu 
kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan dan untuk 
menyambung silaturahmi dengan orang yang diberi, maka disebut hadiah 
sedangkan jika bukan hadiah, maka disebut hibah. 
5. Penarikan Hibah 
Penarikan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun 
hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. 
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 Eman Suparman. 2005. Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan 
BW.Rafika Aditama. Bandung, hal. 87 - 88. 
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Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau 
diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Suatu penghibahan tidak 
dapat ditarik dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-
hal berikut (KUHPerdata, Bagian Empat, Pencabutan dan Pembatalan 
Hibah): 
1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh 
penerima hibah. Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan 
tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali 
barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin 
diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan 
buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa 
dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal 
demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap 
pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah 
dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri. 
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau 
ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan 
lain atas diri penghibah. 
Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh 
diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah 
dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak 
kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan 
untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada 
dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam 
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pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdata. Semua 
pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang 
dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut 
adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan. 
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak 
untuk memberi nafkah kepadanya. 
Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah 
akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga 
hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali 
karena tidak dilakukannya pemberian nafkah. 
 
B. Kewenangan Mengadili Badan Peradilan 
Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang 
meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 
Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-
masing memiliki kewenangan mengadili secara absolut. 
Kewenangan mengadili secara absolute dari masing-masing badan 
peradilan dapat disimak dari peraturan perundang-undangan mengenai 
kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang 
mengatur secara khusus pada setiap badan peradilan tersebut. Pasal 25 
UUKK pada garis besarnya mengatur kewenangan dari setiap badan 
peradilan tersebut sebagai berikut :22 
- Peradilan Umum : Berwenang memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan 
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- Peradilan Agama : Berwenang memeriksa, memgadili, 
memutus dan memyelesaikan perkara antara orang-orang yang 
beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
- Peradilan Militer : Berwenang memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
- Peradilan Tata Usaha Negara : Berwenang memeriksa, 
mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha 
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Kewenangan Peradilan Agama dapat disimak dari Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.23 
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama 
dilaksanakan oleh :24 
a. Pengadilan Agama 
                                                     
23
 Sukarno Aburaera, 2012. Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Arus Timur, Makassar, 
hal. 26 
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 Ibid, hal. 26-27 
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b. Pengadilan Tinggi Agama 
Kekuasaan kehakiman dilingkunga Peradilan Agama berpuncak 
pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negera Tertinggi. 
Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 
merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, 
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama 
dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum 
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum. 
Perkara tertentu yang dimaksud dan menjadi kewenangan 
Peradilan Agama adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 
Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah. Namun yang menjadi 
pembahasan kali ini adalah Hibah. Hibah adalah perbuatan seseorang 
atau pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 
seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk 
dimiliki. 
 
C. Putusan Hakim 
Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai 
pejabat Negara yang di beri wewenang untuk itu di ucapkan di 
persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa 
antara para pihak. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses 
mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, 
duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh 
penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara 
sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka Hakim akan 
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menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.25 
Arti putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim 
sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan 
dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja 
tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan 
diucapkan oleh Hakim di muka sidang karena jabatan ketika 
bermusyawarah Hakim wajib mencukupkan semua alasan-alasan hukum 
yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili 
semua bagian gugatan. Hakim menjatuhkan putusan atas ha-hal yang 
tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat. Bentuk 
penyelesaian perkara dibedakan atas dua  yaitu: 
1. Putusan/vonis 
2. Penetapan / beschikking 
Suatu putusan diambil untuk suatu perselisihan atau sengketa 
sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu 
permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan yuridiksi voluntain26. 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan 
putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat 
mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses 
persidangan dalam hal ini bukti- bukti, keterangan saksi, pembelaan 
terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Keputusan 
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 Mertukosumo Suedikno. 1999. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta liberty, 
Yogyakarta, hal. 175 
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 Subekti. 1977. Hukum Acara Perdata. Bina Cipta. Bandung, hal.122 
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yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung 
jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. 
Meskipun sistem hukum terkadang tidak dapat mencapai keadilan yang 
sempurna, namun hakim harus dapat menetapkan keputusan yang 
mendekati keadilan. 
1. Jenis Putusan 
Putusan Pengadilan dibedakan  atas 2 (dua) macam (Pasal 185 
ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg), yaitu putusan sela (tussenvonnis) 
dan putusan akhir (eindvonnis)27 : 
a. Putusan Sela 
Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan 
akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau 
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela 
PengadilanNegeri  terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara. 
Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan 
bahwa : “Putusan sela hanya dapat dimintakan  banding bersama-sama 
permintaan banding terhadap putusan akhir” 
Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan sela, yaitu 
preparatoir, interlocutoir, incidentieel, danprovisioneel. 
 Putusan preparatoir adalah putusan persidangan mengenai 
jalannya pemeriksaan untuk melancarkan  segala sesuatu  guna 
mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak 
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 Riduan Syahrani, 2009. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Cet. V. PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hal. 131 
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pengunduran pemeriksaan saksi. 
 Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya 
memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa 
saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini 
menyangkut masalah pembuktian, maka putusan interlocutoir 
akan mempengaruhi putusan akhir 
 Putusan incidentieel adalah putusan yang berhubungan dengan 
insident, yaitu peristiwa yangmenghentikan  prosedur peradilan 
biasa. Putusan inipun belum berhubungan dengan pokok 
perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut 
serta dalam suatu perkara (vrijwaring, voeging, 
dantussenkomst) 
 Putusan provisioneel adalah putusan  yang menjawab tuntutan 
provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan 
tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak 
sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara 
perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta 
dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya. 
b. Putusan Akhir 
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata 
pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 
3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu : 
 Pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pada 
tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan HIR 
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(Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk derah Pulau Jawa 
dan Madura) dan RBg (Hukum Acara Perdata yang berlaku 
untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura). 
 Pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, pada 
tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan 
Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan 
Ulangan di Jawa dan Madura serta RBg (Hukum Acara Perdata 
yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan 
Madura). 
 Pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, pada 
tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan 
Undang – Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung. 
Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan 
atas 3 (tiga) macam, yaitu putusancondemnatoir, putusan constitutief, dan 
putusan declaratoir. 
 Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat 
menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Hak 
perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui 
kebenarannya oleh hakim. Amar putusan selalu berbunyi 
“Menghukum .... dan seterusnya” 
 Putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan suatu 
keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan yang 
membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan 
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suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan 
berbunyi : “Menyatakan ... dan seterusnya.” 
 Putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu 
keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. 
Misalnya, perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan 
sah menurut hukum dan sebagainya. Amar putusannya selalu 
berbunyi : “Menyatakan ... sah menurut hukum.” 
Dari ketiga putusan akhir tersebut diatas, putusan yang 
memerlukan pelaksanaan (executie) hanyalah putusan akhir yang bersifat 
condemnatoir, sedangkan putusan akhir lainya hanya mempunyai 
kekuatan mengikat 
2. Sifat Putusan 
Jalannya suatu proses peradilan akan berakhir dengan adanya 
suatu putusan Hakim. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu menetapkan 
fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan 
kebenaran yang didapatkan ini kemudian Hakim baru dapat menerapkan 
hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih 
(berperkara), yaitu menetapkan “hubungan hukum”. 
Menurut sifatnya, putusan Hakim ini dibedakan dalam 3 (tiga) 
macam yaitu: 
a. Putusan comdemnatior 
Ialah suatu putusan yang bersifat menghukum pihak yang di 
kalahkan untuk memenuhi prestasi, di dalam putusan ini di akui hak 
penggugat atas prestasi yang di tuntutnya. Pada umumnya putusan 
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ini bersifat membayar artinya putusan itu untuk memenuhi prestasi. 
b. Putusan constitutif 
Suatu putusan yang membuat dan meniadakan atau 
menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan 
perkawinan, perwalian, pemutusan perjanjian dan sebagainya. 
c. Putusan declaratoir 
Ialah suatu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau 
menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang lahir dari 
pernikahan yang sah, hukum  declaratoir murni tidak mempunyai 
atau upaya untuk memakasa karena sudah mempunyai hakibat 
hukum tanpa bantuan dari pihak lawanpun yang di kalahkan untuk 
melaksanakannya, sehingga hanyalah memiliki kekuatan yang 
mengikat. 
Suatu putusan harus ditandatangani oleh Ketua Sidang dan 
Panitera yang telah mempersiapakan perkaranya. Apabila ketua tersebut 
berhalangan menandatanganinya maka putusan itu ditandatangani sendiri 
oleh Hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutuskan 
perkaranya (pasal 187 ayat 1 HIR), sedangkan apabila paniteranya yang 
berhalangan, hal itu harus dicatat saja dalam berita acara (pasal 187 ayat 
1 HIR). 
3. Isi putusan 
Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang 
bagaimana putusan hakim harus dibuat. Berkenaan dengan isi dan 
susunan putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan 
pasal 185, 184, 187, HIR, (PS. 194, 195, 198 Rbg), pasal 4 ayat (1), pasal 
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25 UU Tahun 2004, pasal 27 R.O. dan pasal 61 Ru28. Maka pada 
hakekatnya isi dan  susunan putusan hakim dalam perkara perdata 
haruslah memuat hal-hal sebagai berikut: 
1. Kepala putusan 
Setiap putusan hakim atau pengadilan haruslah dimulai 
dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.” Pencantuman kata-kata tersebut dimaksudkan bahwa 
peradilan menurut penjelasan umum angka 6 UU No. 14 Tahun 
1970 para hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang 
diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan 
mendalam, baik bertanggungjawab kepada hukum, kepada dirinya 
sendiri, kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Nomer regestrasi perkara 
Pencantuman nomer regestrasi perkara dimaksudkan bahwa 
perkara sebagaimana tercantum dalam  pitusan memang benar 
terdaftar, disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negara yang 
akan berhubungan dengan tertib administrasi, aspek eksekusi, 
aspek statistik serta doumentasi apabila perkara itu telah aktif. 
3. Nama Pengadilan yang memutus perkara 
Pencantuman nama pengadilan yang memutus perkara 
berkorelatif dengan kompetensi relatif bahwa benar putusan telah 
dijatuhkan oleh Pengadilan yang bersangkutan. 
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 Dadan Mustaqien. 2006.”Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata” . Insani Cita Press, 
Yogyakarta. hal. 64. 
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4. Identitas para pihak perkara 
Para pihak perkara dapat berupa penggugat, para 
penggugat, turut tergugat, para tergugat, pelawan, dan pemohon. 
5. Tentang duduknya perkara 
6. Tentang hukumanya 
Dalam aspek ini pertimbangan hukum akan menentukan nilai 
dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum 
oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat. 
7. Amar putusan (dictum) 
Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan 
dimulai kata “ mengadili”. 
8. Tanggal musyawarah atau diputuskanya perkara tersebut dan 
pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan 
terbuka untuk umum. 
9. Keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya pihak-pihak pada 
saat putusan dijatuhkan. 
10. Nama, tanda tanggan majelis hakim, panitia pengganti yang 
bersidang, materi, perincian biaya perkara dan catatan panitia. 
Penandatanggan majelis hakim sesuai dengan ketentuan pasal 183 
ayat (3) HIR, pasal 195 ayat (3) Rbg, pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 
menentukan bahwa keputusan hakim menjadi akta otentik dan merupakan 
pertanggungjawaban secara yuridis dari hakim yang bersangkutan.29  
  







A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di 
Makassar yaitu Universitas Islam Negeri dengan alasan meminta 
keterangan para ahli Hukum Islam khususnya mengenai hibah dan di 
Pengadilan Agama Makassar, dengan alasan terdapatnya sebuah kasus 
pembatalan akta hibah yang dimana menurut Kompilasi Hukum Islam, 
“hibah melebihi bagian yang telah ditetapkan yakni 1/3 bagian dari harta 
peninggalan”. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
1. Interview, dilakukan dengan cara melakukan wawancara 
dengan dosen atau pakar Hukum Islam di UIN Alauddin dan 
hakim pada Pengadilan Agama Makassar, yang menangani 
kasus pembatalan akta hibah dengan perkara 
No.1497/Pdt.G/2012/PA. Mks. 
2. Penelusuran literatur ilmiah yang berhubungan dengan masalah 
hibah, serta menganalisis putusan tentang penarikan akta hibah 






C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber data 
yaitu : 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan hakim pada Pengadilan Agama Makassar. 
2. Data Sekunder 
Bahan penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder 
yang diperoleh dari 2 (dua) bahan hukum, baik berupa bahan hukum 
primer maupun badan hukum sekunder. 16 
a. Bahan Hukum  Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari : 
1) Al-Qur‟anul Karim 
2) Al-Hadits 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang 
terdiri dari : 
1) Buku yang membahas tentang hibah. 




Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi 
dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. 
Pertama dengan mempelajari aturan-aturan dibidang hukum yang menjadi 
objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asas-
asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan-ketentuan yang 
mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya disusun 
berdasarkan kerangka yang sistematis guna mempermudah dan 
menganalisisnya. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang telah diperoleh, akan dianalisis dengan cara kualitatif 
dengan metode deskriptif, yang dimaksud dengan analisis kualitatif 
dengan metode deskriptif, yaitu menganalisis hasil studi pustaka kedalam 
bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu 
suatu cara menarik sebuah kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kedudukan Harta Berupa Rumah Setelah Dihibahkan 
Sebagai perbuatan hukum, hibah diatur dalam KUHPerdata, yang 
dapat diuraikan sebagai berikut:  
1. Syarat-syarat pemberi hibah 
Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan penghibahan 
kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu, KUHPerdata 
memberikan syarat-syarat kepada pemberi hibah sebagai berikut 30: 
a. Pemberi hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang 
telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah 
pernah menikah (Pasal 330 KUHPerdata). 
b. Hibah rtu diberikan saat pemberi hibah masih hidup. 
c. Tidak mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri 
dengan penerima hibah, dengan kata lain hibah antara suami 
istri selama perkawinan tidak diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 
1678 ayat (1) KUHPerdata, tetapi KUHPerdata masih 
memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri 
terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai 
dengan kemampuan ada penjabaran lebih lanjut tentang 
batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu. Jadi 
ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung 
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  Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifiiddin, 1985. Pelaksanaan Hukum 
Waris dalam Lingkungan Minangkabau. Jakarta, Gunung Agung. hal. 159 
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kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam 
masyarakat. 
2. Syarat-syarat penerimaan hibah 
Seperti halnya dengan pemberian hibah, pada dasarnya semua 
orang dapat menerima sesuatu yang dibenarkan kepadanya sebagai 
hibah, bahkan anak kecil sekalipun dapat menerima sesuatu yang 
diberikan kepadanya sebagai hibah, tetapi harus diwakili. Namun dari 
ketentuan tentang hibah yang ada dalam KUHPerdata, syarat-syarat 
penerima hibah yaitu: 
a. Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan 
atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada dalam 
kandungan menghendakinya, maka undang-undang dapat 
menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai 
telah dilahirkan (Pasal 2 KUHPerdata). 
b. Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat 
menerima hibah, asaikan presiden atau penguasa yang ditunjuk 
olehnya yaitu Menteri Kehakiman, memberikan kekuasaan 
kepada pengurus, lembaga-lembaga tersebut untuk menerima 
pemberian itu (Pasal 1680 KUHPerdata). 
c. Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi 
apabila si wati telah mengadakan perhitungan pertanggung 
jawaban atas perwaliannya, maka bekas wali itu dapat 
menerima hibah (Pasal 904 KUHPerdata). 
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d. Penerima hibah bukanlah notaris yang  dimana dengan 
perantaranya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang 
dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang 
menyelesaikan pembuatan akta itu (Pasal 907 KUHPerdata). 
Walaupun hibah itu digolongkan pada perjanjian sepihak, namun 
KUHPerdata memberikan ketentuan hukum sehingga penerima hibah 
juga dapat dikenakan kewajiban-kewajiban dalam hibah yang diberikan 
kepadanya. 
1. Hak yang timbul dari peristiwa hibah 
a. Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta 
atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini diperjanjikan 
dalam penghibahan (Pasal 1671 KUHPerdata). 
b. Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah 
diberikannya jika si penerima hibah dan keturunan-
keturunannya meninggal teriebih dahulu dari si penghibah, 
dengan catatan sudah diperjanjikan terlebih dahulu (Pasal 1672 
KUHPerdata). 
c. Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika 
penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang ditentukan 
dalam akta hibah atau hal-hat fain yang dinyatakan dalam 
KUHPerdata. Apabila penghibahan telah dilakukan dan 
penerima hibah atau orang lain dengan suatu akta PPAT, 
diberikan kuasa olehnya untuk menerima hibah, setelah 
menerima pernyataan (levering) benda yang dihibahkan itu, 
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maka secara yuridis si penerima hibah telah berhak 
menggunakan benda yang dihibahkan kepadanya sesuai 
dengan keperluannya. Oleh karena hak milik dari benda-benda 
yang dihibahkan itu telah beralih dari si pemberi hibah kepada 
penerima hibah. 
2. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah  
a. Kewajiban pemberi hibah 
Setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda 
yang dihibahkannya  kepada penerima  hibah  atau  orang  lain 
yang diberikan kuasa untuk itu, maka sejak itu tidak ada lagi 
kewajiban-kewajiban apapun yang mengikat pemberi hibah.  
b. Kewajiban penerima hibah. 
Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata penghibahan 
adalah suatu   pemberian  cuma-cuma   (om  nief),   namun   
KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi penerima hibah 
untuk melakukan suatu kewajiban kepada penerima hibah 
sebagai berikut31 : 
1) Penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang 
penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang-
hutang atau beban-beban yang harus dibayar itu disebutkan 
dengan tegas di dalam akta hibah. Hutang-hutang atau 
beban itu harus dijelaskan, hutang atau beban itu harus 
dijelaskan, hutang atau beban yang mana (kepada siapa 
harus dilunasi dan berapa jumlahnya). 
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2) Penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan 
nafkah kepada pemberi hibah jika pemberi hibah jatuh dalam 
kemiskinan. 
3) Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda-
benda yang telah dihibahkan, kepada pemberi dan 
pendapatan-pendapatannya terhitung mulai dirnajukannya 
gugatan untuk menarik kembali hibah berdasarkan alasan-
alasan yang diatur oleh KUHPerdata. Apabite benda yang 
dihibahkan itu telah dijuat, maka ia berkewajiban untuk 
mengembalikan pada waktu dimasukkannya gugatan 
dengan disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan 
sejak saat itu (KUHPerdata). 
4) Pemberi hibah berkewajiban untuk member! ganti rugi 
kepada pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan benda-
benda lainnya yang dilekatkan olehnya atas benda tidak 
bergerak. 
Penarikan kembali hibah atau penghapusan penghibahan 
dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah 
disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan 
apabila hal tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penentuan 
kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan32. 
Apabila penerima hibah sudah menyerahkan barangnya dan 
menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan 
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 Wawancara dengan, Drs.H. A. R. Budidin, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama 
Makassar, tanggal 6 November 2013 
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mengembalikan barang-barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasil 
terhitung sejak mulai hari diajukan gugatan atau jika barang sudah 
dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan 
itu disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691 KUHPerdata). Selain dari 
itu dibebani kewajiban memberikan ganti rugi kepada penghibah, untuk 
hipotik dan beban-beban lain yang telah dilakukan olehnya di atas benda-
benda tidak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. 
Kemudian, dari sisi Kompilasi Hukum Islam memuat substansi 
hukum penghibahan yang terdiri dari 5 Pasal mulai Pasal 210 sampai 
dengan Pasal 214 yaitu : 
1. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan 
dengan orang yang menghibahkan. 
2. Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua ke anak. 
3. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah. 
4. Pasal 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah 
yang sudah mendekati ajalnya. 
5. Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi Warga 
Negara Asing. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut disyaratkan selain 
harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, 
berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-
banyaknya 1/3 dari hartanya (Pasal 210), Sedangkan hibah yang 
dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan 
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sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (Pasal 211 
KHI). 
Dalam kasus ini, sudah terpenuhi sehingga terjadi proses peralihan 
hibah antara ayah dari tergugat dan tergugat sesuai dengan akta hibah 
yang telah dibuat di PPAT pada tahun 1994 dibawah register nomor 
100/TMT/IX/1994, berkenaan dalam perkara ini adalah objek ke tiga 
sebuah rumah permanen. Namun ketika ayah tergugat meninggal dunia 
tanggal 4 Februari 2004, pihak dari ibu dan 10 saudara tergugat 
melayangkan surat gugatan pembatalan/penarikan hibah dikarenakan 
adanya syarat-syarat hibah yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum 
Islam, yaitu: 
1. Objek ketiga dalam perkara tersebut melebihi dari 1/3 harta 
warisan yang telas dihibahkan menerut pengugat. 
2. Akta hibah nomor 100/TMT/IX/1994, tidak mengikat dan tidak 
berkekuatan hukum dikarenakan adanya motif sebagai syarat 
formal karena tergugat melakukan over kredit dari ayah 
tergugat. 
3. Ketika proses penghibahan terjadi sewaktu ayah tergugat masih 
hidup, pihak saudara-saudara dari tergugat tidak ada yang 
mengetahui. 
4. Adanya proses balik nama dalam hibah objek ketiga tersebut. 
Penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan tidak 
mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada 
anaknya (Pasal 213 KHI). 
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Penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anaknya boleh saja 
apabila pemberi hibah (ayah) masih hidup, adapun penarikan hibah dapat 
dilakukan apabila harta atau objek hibah tidak dalam keadaan murni atau 
tidak ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah ataupun utang 
piutang dan harus ada saksi pada saat pemberian hibah, apabila ada 
saudara hendaknya diketahui oleh saudara penerima hibah serta tidak 
melebihi 1/3 dari jumlah seluruh harta pemberi hibah33. 
Menarik kembali hibah hukumnya haram, kecuali hibah yang 
diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Hal ini berdasarkan dalil 
Hadis Shahih Muslim yang berbunyi : Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi 
SAW bersabda : "Orang yang mengambil semula pemberiannya umpama 
orang yang menelan semua muntahnya". 
Hibah tanah bukan merupakan perjanjian yang pelaksanaannya 
harus dipenuhi dengan penyerahan haknya secara yuridis kepada pihak 
yang menerima hibah, melainkan merupakan perbuatan hukum yang 
menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada 
yang diberi hibah. Perbuatan yang termasuk hibah adalah pemberian 
tanah yang lazim dilakukan kepada anak-anak waktu pemiliknya masih 
hidup34. 
Dalam hukum adat disebut toescheiding, karena termasuk hukum 
waris, maka selain ketentuan hukum tanah, perlu juga diperhatikan Hukum 
Waris yang berlaku terhadap yang memberinya. Kebiasaan di kalangan 
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 Wawancara dengan Drs.H.A.R. Buddin, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama 
Makassar, tanggal 6 November 2013 dan Prof.Dr.H. Aliparman MA, Dekan Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Alauddin, tanggal 4 November 2013 
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 Wawancara dengan Drs.H.A.R. Buddin, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama 
Makassar, tanggal 6 November 2013 
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masyarakat untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang 
menikah serta suaminya dapat juga digolongkan dalam pengertian hibah 
ini. 
Penghibahan merupakan kebalikan dari pada harta peninggalan 
yang tidak dapat dibagi-bagi. Penghibahan yaitu pembagian keseluruhan 
ataupun sebagian harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup. 
Adapun dasar pokok ataupun motif daripada penghibahan ini adalah tidak 
berbeda dengan motif daripada tidak memperbolehkan membagi-bagi 
harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak, yaitu harta kekayaan 
somah merupakan dasar kehidupan materil yang disediaan bag! warga 
somah yang bersangkutan beserta keturunannya. 
Di samping motif umum ini, khususnya di daerah-daerah yang sifat 
hubungan kekeluargaannya matriarchaat ataupun patriarchaat, 
penghibahan harta kekayaan demikian ini merupakan suatu jalan untuk 
seorang bapak (di daerah dengan sifat kekeluargaan matriarchaaf) 
ataupun seorang ibu (di daerah dengan sifat kekeluargaan patriarchaaf) 
memberikan sebagian harta pencahariannya langsung kepada anak-
anaknya. Hal mana sesungguhnya merupakan penyimpangan ketentuan 
hukum adat wans yang bertaku di daerah masing-masing. 
Persoalan hibah dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua 
kepada anaknya hal ini berdasar pada ketentuan Pasal 212 KHI bahwa : 
"hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 
anaknya", Ketentuan Pasal 212 KHI oleh majelis hakim ditafsirkan dapat 
dilakukan ketika penerima hibah masih hidup, akan tetapi jika anak 
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tersebut telah meninggal dunia, maka obyek hibah berpindah kepada ahli 
waris dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini sesuai dengan dalil fiqih 
dalam kitab Al Muhalla juz 9 hal. 149 yang berbunyi :  
Artinya  : Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi 
hibah, maka tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi 
hukum waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu. 
Hubungannya dengan pembatalan hibah dapat disimpulkan 
sebagai berikut35 : 
1. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah dapat ditarik, kecuali 
dalam perjanjian hibah tersebut ada syarat-syarat tertentu yang 
harus dipenuhi oleh penerima hibah. 
2. Jumlah harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 dari jumlah 
seluruh harta pemberi hibah, kecuali kalau dia tidak mempunyai 
ahli waris yang lainnya. 
3. Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan aturan mutlak atas 
proses hibah karena Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan 
rujukan bukan merupakan aturan perundang-undangan. 
Lebih lanjut menurut Dr.H. Kasjim Salenda, S.H, M.Th.I bahwa36 : 
1. Pada saat terjadinya peralihan harta melalui proses hibah 
dimulai pada saat dibuatnya akta peralihan hibah maka pada 
saat itu hak kepemiiikan atas harta yang dihibahkan telah 
beralih, dan tidak ada lagi hak bagi si pemilik awal. 
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 Wawancara dengan dengan Prof.Dr.H. Aliparman MA, Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Alauddin, wawancara tanggal 4 November 2013 
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 Wawancara dengan Dr.H. Kasjim Salenda, S.H, M.Th.I Ahli hukum dari UIN Alauddin 
Makassa, wawancara tanggal 4 November 2013 
49 
2. Akan tetapi ada hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan hibah 
tersebut ditarik, misalnya harta tersebut dimanfasikan untuk hal-
hal yang buruk, tidak sesuai dengan akad, serta jika ada 
mudharat atau bahaya (ancaman) si penerima hibah. 
3. Hibah tanpa syarat tidak dapat ditarik kembali. 
Masalah antara ibu dan saudara-saudara tergugat (penggugat) dan 
tergugat muncul karena adanya ketidakterbukaan tergugat mengenai 
harta peninggalan pewaris (alm. Ayah) dari tergugat mengenai 3 (tiga) 
buah objek waris yang dimana objek waris ketiga yang belum pernah 
dibagi warisnya kata dari para penggugat, telah diklaim oleh tergugat telah 
dihibahkan olehnya sewaktu ayahnya masih hidup. Hal inilah yang 
memicu terjadinya perkara pembatalan/penarikan hibah tersebut. 
Ibu dan saudara-saudara tergugat tidak mengetahui adanya hibah 
tersebut sementara penggugat I (ibu tergugat) menyangkali akta hibah, 
karena merasa tidah pernah menandatangani akta hibah dihadapan PPAT 
atau dimanapun. Sehingga objek ketiga telah dikuasai secara sepihak, 
apalagi objek ketiga ini setelah ditaksir melebihi 1/3 harta yang 
dihibahkan, karena geram ibu dan saudara-saudara tergugat (penggugat) 
merasa dirugikan maka didaftarkanlah perkara tersebut di Pengadilan 





B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam 
Memutus Pembatalan Akta Hibah 
Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, 
kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomof 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 angka 37 menyatakan bahwa : 
Ketentuan  Pasal 49  (Undang-Undang  Nomor 7 Tahun  1989) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat 






Kewenangan untuk memeriksa dan memutus kasus 
penarikan/pembatalan hibah dalam kasus ini adalah kewenangan 
Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan 
nomor perkara. 1497/Pdt.G/2012/PA. Mks. Perkara ini terjadi pada tahun 
2012, terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Makassar, 
tanggal 12 Oktober 2012 dengan nomor perkara 1497/Pdt.G/2012/PA. 
Mks, tentang permohonan pembatalan hibah. Perkara ini di ajukan oleh 
Penggugat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Anwar 
Amiruddin, SH. Dan Isnar, SH. Beralamat kantor di Jl. AP. Pettarani, 
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Komp. Ruko Masjid Nadzar, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut 
penggugat. 
Melawan tergugat, umur 55 tahun,agama Islam, pekerjaan Pegawai 
Negeri, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok K2/3 Kelurahan 
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 
Tentang Duduk Perkaranya : 
Menimbang, bahwa penggugat dalam surat penggugat 
Tanggal 11 Oktober 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 
Agama Makassar Nomor: 1497/Pdt.G/2012/PA/Mks, Tanggal 12 
Oktober 2012, dengan mengajukan  dalil-dalil yang pada pokoknya 
sebagai berikut : 
1. Bahwa penggugat I (Nija binti bakri) adalah isteri sah dari 
almarhum Saleh (wafat pada hari rabu, tanggal 4 februari 2004). 
2. Bahwa almarhum Saleh, selanjutnya dapat disebut sebagai 
pewaris 
3. Bahwa dari perkawinan penggugat I dengan Saleh (almarhum) 
telah lahir 13 (tiga belas) orang anak, masing – masing 
bernama: 
 Supriatno, SE bin Saleh/ penggugat II 
 Erna , bsc bin Saleh/penggugat III 
 Wahyu, bin Saleh/tergugat 
 Yuswa, ST bin Saleh/penggugat IV 
 Dra. Yerni, binti Saleh/penggugat V 
 Nasrun, SE bin Saleh/penggugat VI 
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 Sri Novi, binti Saleh/penggugat VII 
 Agus, bin Saleh (meninggal dunia tahun 1991 dan tidak 
meninggalkan ahli waris pengganti) 
 Tuti, SE binti Saleh/penggugat VIII 
 Mega Ayu, binti Saleh/penggugat IX 
 Rustam, S.Kom bin Saleh/penggugat X 
 Fahrun bin Saleh/penggugat XI 
 Hartaty binti Saleh/penggugat XII                               
Dengan demikian ahli waris sah yang masih hidup dan berhak 
atas bagian waris dari almarhum saleh jumiran alias djumiran 
adalah para penggugat dan tergugat 
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga telah 
meninggalkan harta warisan yang hingga kini belum pernah 
terbagi waris, berupa: 
 Sebidang tanah kebun, luas 14755 M2 (empat belas ribu 
tujuh ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di 
Kampung Baku, Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, 
Kabupaten dati II Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 
sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 273, 
surat ukur sementara No. 270 tahun 1979, atas nama saleh 
jumiran (almarhum/pewaris), yang batas - batasnya 
sebagaimana terurai dalam sertifikat adalah sebagai berikut: 
- Utara : tanah negara 
- Timur : tanah negara 
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- Selatan : jalanan 
- Barat : tanah Negara 
Selanjutnya dapat disebut sebagai obyek waris I 
 1 (satu) unit rumah terletak di Kompleks Agraria, Blok M. 15, 
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana 
diuraikan dalam akte jual beli No. 484/TM/PPAT- B/X/1997, 
dengan batas- batas sebagai berikut : 
- Utara : tanah milik abd. Rasyid 
- Timur  : tanah milik karyadi latto 
- Selatan : jalanan 
- Barat : tanah milik letkol. Jamaluddin 
Selanjutnya dapat disebut sebagai obyek waris II 
 1 (satu) unit rumah terletak di kompleks BTN Minasa Upa 
Blok K2/3, Kelurahan Gunung Sari, Kelurahan Rappocini 
(dahulu Kelurahan Manggasa, Kecamatan Tamalate), Kota 
Makaassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana 
diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 21760 (dahulu 
sertifikat hak bangunan nomor 1140), surat ukur nomor 337, 
tahun 1988, kini atas nama tergugat (dahulu atas nama 
pewaris), yang batas – batas diuraikan sebagai berikut : 
- Utara    : rumah milik purwanto soemadi; 
- Timur   : rumah milik h.markarma; 
- Selatan : rumah milik Drs. Wirsan; 
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- Barat    : jalan poros minasa upa; 
Selanjutnya dapat disebut sebagai obyek waris III 
5. Bahwa terhadap obyek waris III tersebut diatas, telah dikuasai 
secara sepihak oleh tergugat atas dasar hibah, sebagaimana 
diuraikan dalam Akta Hibah No. 100/TMT/IX/1994. Kemudian 
dengan dasar akta hibah ini, tergugat telah melakukan balik 
nama dari dan atas nama pewaris menjadi atas nama tergugat, 
oleh karenanya obyek waris III a quo selanjutnya disebut juga 
obyek sengketa. 
6. Bahwa atas dasar akta hibah  tersebut para penggugat merasa 
dirugikan sementara penggugat I mennyangkali akta hibah 
tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani akta 
hibah dihadapan PPAT atau dimanapun. 
7. Bahwa setelah dilakukan inventarisir dan taksasi harga terhadap 
semua obyek waris yang ditinggalkan pewaris. Obyek waris I 
sampai dengan III, ternyata dan dibuktikan bahwa obyek waris 
III yang dihibahkan kepada tergugat, telah melebihi 1/3 dari 
keseluruhan obyek waris, yakni: 
 Untuk obyek waris I, nilai jual riilnya diperkirakan sebesar 
lebih kurang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupia) 
 Untuk obyek waris II, nilai riilnya diperkirakanaa sebesar 
lebih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) 
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 Untuk obyek waris III/obyek sengketa nilai riilnya ditaksir 
antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) sampai Rp 
600.000,- (enam ratus juta rupiah). 
Sehingga dengan demikian penghibahan tersebut telah 
merugikan ahli waris lainnya/para penggugat. Oleh karena itu 
patut kiranya bilamana hibah dimaksud dibatalkan atau de jure 
dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena merugikan para 
ahli waris lain dan telah menyalahi ketentuan peraturan 
perundang-undangan, in casu Pasal 210 ayat (1) Kompilasi 
Hukum Islam, jo. Putusan MARI No. 76 K/AG/1992, tanggal 23 
Oktober 1993. 
Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: 
“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun 
berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 
sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain 
atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. 
 
Putusan MARI No. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993. 
“Hibah  yang melebihi 1/3 dari luas obyek yang dihibahkan 
adalah bertentangan dengan ketentuan hukum” 
 
8. Bahwa hingga kini obyek waris III  dikuasai tergugat. upaya 
kekeluargaan untuk menyerahkan bagian hak masing-masing 
ahli waris atas obyek waris III telah dilakukan tapi tergugat tidak 
mau. 
9. Agar gugatan ini nantinya tidak sia-sia dan menghindarkan 
terjadinya pengalihan hak, maka dimohonkan agar obyek waris 
III dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag). 
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Penggugat mohon 
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar, cq. Majelis Hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan: 
PRIMER: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 
2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli 
waris sah dari almarhum Saleh Jumiran alias Djumiran. 
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa : 
 Sebidang tanah kebun, luas 14755 M2 (empat belas ribu 
tujuh ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di 
Kampung Baku, Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, 
Kabupaten dati II Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, 
sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 273, 
surat ukur sementara No. 270 tahun 1979, atas nama  (alm. 
Ayah tergugat/pewaris), yang batas - batasnya sebagaimana 
terurai dalam sertifikat adalah sebagai berikut : 
 Utara    : tanah negara 
 Timur   : tanah negara 
 Selatan : jalanan 
 Barat    : tanah negara 
Selanjutnya dapat disebut sebagai obyek waris I 
 1 (satu) unit rumah terletak di Kompleks Agraria, Blok M. 15, 
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana 
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diuraikan dalam akte jual beli No. 484/TM/PPAT- B/X/1997, 
dengan batas- batas sebagai berikut : 
 Utara     : tanah milik abd. Rasyid 
 Timur     : tanah milik karyadi latto 
 Selatan   : jalanan 
 Barat      : tanah milik letkol. Jamaluddin 
Selanjutnya dapat disebut sebagai obyek waris II  
 1 (satu) unit rumah terletak di kompleks BTN Minasa Upa 
Blok K2/3, Kelurahan Gunung Sari, Kelurahan Rappocini 
(dahulu Kelurahan Manggasa Kecamatan Tamalate), Kota 
Makaassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana 
diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 21760 (dahulu 
sertifikat hak bangunan nomor 1140), surat ukur nomor 337, 
tahun 1988, kini atas nama tergugat (dahulu atas nama ayah 
tergugat/pewaris), yang batas – batas diuraikan sebagai 
berikut : 
 Utara  : Rumah milik Purwanto Soemadi; 
 Timur  : Rumah milik H.Markarma; 
 Selatan : Rumah milik Drs. Wirsan; 
 Barat      : Jalan poros minasa upa; 
Selanjutnya dapat disebut sebagai obyek waris III 
Adalah harta peninggalan pewaris, yang belum dibagi waris. 
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4. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat berkah 
mewarisi atas harta peninggalan pewaris berupa obyek 
sengketa I, II dan III. 
5. Menyatakan bahwa  Akta Hibah No. 100/TMT/IX/1994 batal 
demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mengikat 
dan tidak berkekuatan hukum. 
6. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 21760 (dahulu 
sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1140), Surat Ukur No. 3337, 
tahun 1988, kini atas nama Tergugat (dahulu atas nama ayah 
tergugat/Pewaris) yang peningkatan haknya dan pengalihan 
balik namanya berdasarkan Akta Hibah No. 100/TMT/IX/1994, 
tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum. 
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap 
obyek waris III/obyek sengketa adalah sah dan berharga. 
8. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak 
darinya untuk memberikan kesempatan kepada para Penggugat 
dalam menikmati atau menempati obyek waris III/obyek 
sengketa sebagaimana yang dilakukan Tergugat. 
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik 
No. 21760 / Gunung Sari, Surat Ukur No. 3337, Tahun 1988, 
kepada Penggugat I. 





Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 
seadil-adilnya. 
Subsider : 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 
seadil-adilnya. Bahwa, Penggugat melalui kuasanya mengajukan 
perbaikan gugatan yang petitumnya sebagai berikut: 
Primer : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan batal hibah yang terjadi antara pewaris/pemberi 
hibah dan Penggugat I sebagai pemberi hibah kepada 
Tergugat sebagai penerima hibah, atas obyek hibah berupa: 
1 (satu) unit rumah terletak di Komp. BTN Minasa Upa  
Blok K2/3 Kel. Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota 
Makassar, sertifikat Hak Milik No. 21760 (dahulu Sertfikat Hak 
Guna Bangunan No. 1140) dengan batas-batas sebagai berikut: 
- Utara  : Rumah milik Purwanto Soemadi 
- Timur : Rumah milik H. Marakarma 
- Selatan : Rumah milik Drs. Wirsan 
- Barat  : Jalan poros Minasa Upa. 
3. Menyatakan Akta Hibah No. 100/TMT/IX/1994, tidak 
mengikat dan tidak berkekuatan hukum. 
60 
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 21760, Surat 
Ukur No. 3337 Tahun 1988, atas nama tergugat, tidak 
mengikat dan tidak berkekuatan hukum. 
5. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir berslag) 
terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga. 
6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak 
darinya untuk memberikan kesempatan kepada para 
penggugat dalam menikmati atau menempati obyek 
sengketa sebagaimana yang dilakukan Tergugat. 
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak 
Milik No. 21760/ Gunung Sari, Surat Ukur No. 3337 Tahun 
1988, kepada Penggugat I. 
8. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Subsider: 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan 
yang seadil-adilnya. ( ex aequo et bono). 
Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan kedua 
belah pihak melalui kuasanya masing-masing datang menghadap, untuk 
itu majelis hakim berusahan mendamaikan, baik melalui penasehatan di 
persidangan maupun melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil. 
Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan 
gugatan penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada 
gugatan/perbaikan gugatan semula. 
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Tergugat telah 
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: 
1. Fotocopy Surat Nikah No. Tidak terbaca, tanggal 2 Maret 
1952, yang dicocokkan dengan aslinya dengan meterai 
cukup (P1) 
2. Fotocopy Keterangan Meninggal an. Ayah tergugat 
(penghibah),  tanggal 4 Februari 2004, yang dicocokkan 
dengan aslinya dengan meterai cukup. (P2) 
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.7371130101983683, tanggal 17 
Desember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan 
meterai cukup. (P3) 
4. Silsilah Keturunan ayah tergugat (penghibah) dan ibu 
tergugat (penggugat I). (P4) 
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 270 Tahun 1979, 
dicocokkan dengan aslinya dan meterai cukup (P5) 
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1828 Tahun 1985, tidak 
dicocokkan dengan aslinya, dan meterai cukup (P6) 
7. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1140 Tahun 
1988, telah dicocokkan dengan aslinya dan meterai cukup 
(P7) 
8. Fotocopy Akta Hibah No. 100/TMT/IX/1994, tidak dicocokkan 
dengan aslinya, meterai cukup. (P8) 
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9. Fotocopy Surat Keterangan Pimpinan Daerah Pepabri No. 
SK/KII/DPD/III/2013, tanggal 25 Februari 2013, telah 
dicocokkan dengan aslinya dan meterai cukup (P9) 
Saksi-saksi : 
1. Saksi Ema binti Hendri Mendung, yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa: 
- Sepengetahuan saksi dari pernikahan ibu tergugat 
(penggugat I) dengan ayah tergugat (pemberi hibah) telah 
memiliki dua buah rumah, satu buah rumah ditempati oleh 
Wahyu Hermanto yaitu anak kandung ibu tergugat 
(penggugat I) dengan ayah terguggat (pemberi hibah). 
- Sewaktu mau dibeli, rumah yang ditempati Wahyu 
Hermanto, suami saksi yang membantu mengurus 
pembeliannya. 
2. Saksi Baharuddin bin Imam Turmuzi, yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa: 
- Dari pernikahan ibu tergugat (penggugat I) dengan ayah 
tergugat (pemberi hibah) telah memperoleh tiga lokasi harta, 
yaitu satu rumah di BTN Agraria, satu rumah di BTN Minasa 
Upa dan satu tanah kapling di Kabupaten Maros. 




Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mengajukan alat-alat bukti 
berupa: 
1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalitik 
Barang Bukti Dokumen No. LAB : 173/DTP/II/2011 tanggal 23 
Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium 
Forensik Polri Cabang Makassar, bermeterai cukup dan 
berstempel pos, dicocokkan dengan aslinya ( T1 ) 
2. Fotocopy Perjanjian Kredit Griya Multi antara PT Bank 
Tabungan Negara (Persero), No. G.2015, an Wahyu Hermanto, 
tanggal 5 Desember 1994, bermeterai cukup dan berstempel 
pos, serta dicocokkan dengan aslinya ( T2 ). 
3. Fotocopy Sertifikat tanda bukti hak No. 1140, tanggal 9 
November 1988, diterbitkan oleh Kantor Agraria Kota Makassar, 
bermeterai cukup, berstempel pon dan dicocokkan dengan 
aslinya. ( T3 ) 
Bahwa, majelis hakim  telah melakukan pemeriksaan setempat 
pada tanggal 12 Juni 2013 terhadap obyek waris II dan obyek waris III. 
Bahwa, kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan yang pada 
pokoknya masing-masing bertahan pada dalil-dalil semula. 
Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan, telah 
dicatat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian yang 




C. Pertimbangan Hukum, Hakim Pengadilan Agama Makassar 
Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pembatalan hibah 
atau penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada tergugat 
berupa rumah permanen, dimaksud objek waris ketiga yang terletak di 
BTN Minasa Upa Blok K2/3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan 
Rappocini, Kota Makassar. Adapun alas an yang mendasarinya adalah 
telah dikuasai secara sepihak oleh tergugat atas dasar hibah dari ayah 
tergugat (penghibah) sebagaimana diuraikan dalam Akta Hibah No. 
100/TMT/IX/1994, kemudian atas dasar akta hibah tersebut Tergugat 
melakukan balik nama. Penghibahan tersebut telah merugikan ahli waris 
lainnya oleh karenanya patut kiranya hibah tersebut dibatalkan atau de 
jure dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karena menyalahi ketentuan 
perundang-undangan, in casu Pasal 210 KHI. Jo. Putusan MA-RI No. 76 
K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993. 
Kemudian hakim mengemukakan tentang hukumnya sebagai 
berikut : 
 Dalam Konvensi. 
Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tidak dilakukan 
penyitaan (conservatoir beslag) karena penggugat tidak mengajukan 
kembali permohonan penyitaan, setelah permohonan penyitaan yang 
diajukan sejak awal telah ditanggukan melalui Penetapan Hari Sidang 
bertanggal 15 Oktober 2012. 
Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menegaskan 
bahwa benar tergugat telah memperoleh hibah dari ayah tergugat 
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sebagaimana Akte Hibah No. 100/TMT/IX/1994, namun hibah tersebut 
hanyalah marupakan syarat formal agar tergugat dapat memperoleh hak 
kepemilikan atas obyek perkara nomor III dimaksud. Awalnya memang 
atas nama ayah tergugat pada saat melakukan akad kredit dan atau 
pembayaran awal demikian dengan cicilannya namun oleh karena ketidak 
mampuan ayah tergugat untuk melanjutkan pembayaran cicilannya maka 
ayah tergugat berkehendak untuk mengalihkan kepada pihak lain dan 
maksud tersebut disampaikan kepada tergugat sehingga waktu itu 
tergugat melarang dan mengambil alih proses pembayaran cicilan obyek 
perkara nomor III termasuk mengganti uang muka yang telah dibayarkan 
oleh ayah tergugat, demikian seterusnya hingga obyek perkara nomor III 
lunas, sehingga munculah Akte Hibah Nomor 100/TMT/IX/1994 dimaksud. 
Dan  penggantian uang kepada ayah tergugat dilakukan atas dasar orang 
tua/ayah dan tidak mungkin dengan Akta Jual Beli, untuk menjaga imej 
dimata masyarakat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan 
jawaban tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam 
perkara ini apakah hibah yang dilakukan oleh ayah tergugat (penghibah) 
kepada tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan harus 
dibatalkan. 
Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa 
berdasarkan alat bukti P1, P2, P3 dan P4 yang tidak dibantah oleh 
Tergugat maka dianggap telah terbukti bahwa : 
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- Antara ibu tergugat dengan ayah tergugat adalah sebagai 
suami istri. 
- Ayah tergugat telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 
4 Februari 2004. 
- Para Penggugat dan Tergugat adalah istri dan anak-anak dari 
penghibah. 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P5, P6 yang tidak 
dibantah oleh tergugat maka terbukti bahwa terbukti bahwa obyek waris I, 
dan obyek waris II. Adalah sebagai harta peninggalan ayah penggugat 
dan tergugat. 
Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P7 yang tidak dibantah oleh 
tergugat maka terbukti bahwa obyek waris III telah terbit sertifikat hak 
guna bangunan atas nama tergugat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P8, yang tidak dibantah 
oleh tergugat maka telah terbukti bahwa telah terbit Akta Hibah  terhadap 
obyek waris III kepada tergugat. 
Menimbang, bahwa meskipun secara formal terbukti ayah tergugat 
(penghibah) bersama ibu tergugat (penggugat) telah menghibahkan obyek 
waris III tersebut kepada tergugat, namun  berdasarkan pengakuan 
tergugat bahwa hibah yang diterimanya dari ayah dan ibu tergugat  a quo  
hanyalah syarat formal yang dilakukan untuk mendapatkan hak 
kepemilikan dari obyek waris III tersebut  yang sesungguhnya tidak pernah 
terjadi penghibahan melainkan yang terjadi antara ayah tergugat dengan 
tergugat adalah jual beli, karena pembayaran dan penggantian uang yang 
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dilakukan oleh orang tua dengan anaknya maka mustahil dilakukan 
secara formal, melainkan dilakukan berdasarkan saling percaya. 
Menimbang, bahwa oleh karena itu telah ditemukan fakta bahwa 
hibah yang dilakukan oleh ayah tergugat (penghibah) bersama ibu 
tergugat (penggugat) terhadap obyek waris III kepada tergugat, adalah 
merupakan rekayasa untuk memenuhi pensyaratan formal untuk 
pengurusan balik nama dari atas nama ayah tergugat (penghibah) ke atas 
nama tergugat sendiri. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut maka telah ditemukan fakta hukum bahwa hibah yang dilakukan 
ayah tergugat (penghibah) bersama ibu tergugat (penggugat) terhadap 
obyek sengketa kepada tergugat tersebut adalah merupakan tindakan 
rekayasa. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 
majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti P8 berupa akta hibah, adalah 
akta yang mengandung kepalsuan yang dinilai sebagai “kepalsuan 
intelektual”. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud kepalsuan intelektual 
sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap. SH., dalam 
bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, bahwa akta otentik yang 
mengandung kepalsuan intelektual adalah akta otentik yang isi 
keterangan yang tercantum di dalamnya berlawanan dengan yang 
sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
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Menimbang, bahwa suatu akta yang terbukti mengandung 
kepalsuan harus dinyatakan bertentangan dengan hukum atau tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Menimbang, bahwa Pasal 1335 KUHPerdata  menyebutkan: “Suatu 
persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang 
palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. 
Menimbang, bahwa perbuatan atau persetujuan yang tidak 
mempunyai kekuatan yang diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdata  tersebut 
artinya perbuatan atau perjanjian yang sejak semula dianggap tidak 
pernah ada atau tidak pernah dilahirkan sehingga tidak pernah ada suatu 
perbuatan atau perjanjian. 
Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan qaedah usul dalam 
buku Ikhtisar QAWA‟ID FIQHIYAH dari Kitab AL ASYBAH WAN NAZHAIR 
karangan IMAM JALALUDDIN AS SUYUTHI, Terjemahan H. Mukhtar 
Badawi halaman 20,yang artinya: Berbuat sesuatu yang tidak dimaksud, 
berarti meninggalkan yang dimaksud. 
Menimbang, bahwa oleh karena  ayah tergugat (penghibah) 
bersama ibu tergugat (penggugat) telah melakukan hibah terhadap 
sesuatu barang miliknya kepada  tergugat, akan tetapi  perbuatan tersebut 
bukan merupakan hibah pada hakekatnya, sehingga hibah  dianggap tidak 
pernah ada. 
Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa hibah yang telah 
dilakukan oleh ayah tergugat (penghibah) bersama ibu tergugat 
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(penggugat) kepada tergugat terhadap obyek sengketa bertentangan 
dengan hukum, dan Akta Hibah Nomor: 100/TMT/IX/1994, Tanggal 7 
September 1994 dinyatakan  tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena itu maka segala perbuatan hukum 
yang timbul akibat terbitnya akta hibah Nomor: 100/TMT/IX/1994 tersebut, 
harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor: 
100/TMT/IX/1994 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, 
maka dalil-dalil bantahan Terrugat lainnya tidak dipertimbangkan lagi. 
Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Banguna  No. 
1140 Tahun 1988  atas nama yang berhak dan pemegang hak lainnya 
tergugat, secara de fakto terbit akibat adanya Akta Hibah Nomor: 
100/TMT/IX/1994, Tanggal 7 September 1994, maka sertifikat Hak Guna 
Bangunan No. 1140 Tahun 1988 tersebut adalah  bertentangan dengan 
hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut telah dinyatakan 
batal demi hukum, maka terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang 
nilai obyek wairis III melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan 
almarhum ayah tergugat (penghibah), demikian pula tentang syarat dan 
rukun hibah, serta keterangan saksi-saksi penggugat dalam hal ini tidak 
dipertimbangkan lagi. 
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat yang tersebut 
pada petitum gugatan nomor 3 yang memohon agar harta waris I, II dan III 
ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris yang belum dibagi, petitum 
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nomor 4 yang mohon agar para penggugat dan tergugat berhak mewarisi 
harta peninggalan pewaris, petitum nomor 8 yang mohon agar memberi 
kesempatan kepada para penggugat menikmati obyek waris III, dan 
petitum nomor 9  yang mohon agar tergugat dihukum untuk menyerahkan 
Sertifikat Hak Milik No.21760 kepada Penggugat I, majelis hakim 
berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak relefan atau tidak terdapat 
koneksitas dengan pokok perkara oleh karena itu tidak dapat 
dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sanggahan tergugat bahwa 
transaksi yang dilakukan antara ayah tergugat (penghibah) dengan 
tergugat adalah jual beli karena tergugat telah membayar dan 
menggantikan semua biaya yang dikeluarkan oleh ayah tergugat 
(penghibah), baik uang pangkal maupun uang angsuran obyek sengketa 
tersebut  hingga lunas, majelis hakim berpendapat  bahwa dalil-dalil 
bantahan tergugat tersebut tidak relefan dengan pokok perkara bahwa 
oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan tergugat 
dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan, bahwa oleh karena itu maka alat-
alat bukti yang diajukan oleh tergugat terkait bantahan berupa bukti T1, 
T2, T3 dan T4 tersebut tidak dipertimbangkan lagi. 
Dalam Rekonvensi.  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat 
rekonvensi sebagaimana telah diuraikan terdahulu. 
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Menimbang, bahwa tentang permohonan penyitaan (Konservatoir 
Beslag) penggugat rekonvensi terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan 
Nomor: 1140 Tahun 1988, tidak cukup beralasan sehingga tidak 
dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah yang terletak di 
BTN Minasa Upa Blok K2/3, sertifikat No. 1140 Tahun 1988, adalah milik 
penggugat sehingga sertifikat No. 1140 Tahun 1988 tersebut diserahkan 
kepada penggugat. 
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan genggugat dalam 
rekonvensi yang mendalilkan sebagai pemilik dari obyek sengketa telah 
dipertimbangkan dalam konvensi dan dalil gugatan tersebut tidak terdapat 
koneksitas dengan pokok perkara dalam konvensi sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan 
tidak cukup beralasan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, maka gugatan penggugat rekonvensi tidak cukup beralasan dan 
dinyatakan tidak dapat diterima. 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi. 
Menimbang, bahwa oleh karena tergugat/penggugat rekonvensi 
berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) 
R.Bg, maka tergugat dihukum membayar biaya perkara. 
Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
hukum-hukum syar‟i yang bertalian dengan perkara ini. 
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Berdasarkan aturan hukum, putusan atas kasus pembatalan akta 
hibah Nomor 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks. Mengenai pemeriksaan 
permohonan hibah tunduk sepenuhnya pada HIR dan RBg, serta 
ketentuan umum dalam undang-undang ini menjelaskan tentang asas-
asas umum pemeriksaan perkara hibah37: 
a. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga 
orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai ketua majelis 
dan lainnya sebagai hakim anggota. 
b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan putusan 
perkara permohonan hibah diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum. 
c. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran 
permohonan, karena hal ini untuk memenuhi tuntutan asas yang 
ditentukan pada Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 
2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, yaitu peradilan 
dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 
d. Pemeriksaan di sidang pengadilan dihadiri pemohon atau wakil 
yang mendapat kuasa dari mereka. 
e. Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama 
proses pemeriksaan berlangsung. 
f. Landasan yang digunakan oleh hakim pada Pengadilan Agama 
hanya al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak 
menutup kemungkinan digunakannya ketentuan-ketentuan 
hukum lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip yang 
diatur pada al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam. 
Beracara dalam lingkungan peradilan tidak boteh meninggalkan 
bukti, bagi siapa saja yang mendalilkan bahwa memiliki hak atau untuk 
                                                     
37
 Wawancara dengan, Drs.H. A. R. Budidin, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama 
Makassar, tanggal 6 November 2013 
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meneguhkan haknya wajib menunjukkan bukti karena hal ini sangat 
berpengaruh dalam hal hakim mengeluarkan penetapan maupun putusan. 
Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan 
sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan 
berdasarkan adanya suatu sengketa. 
Sebagaimana yang tersebut dalam HIR Stbl. 1941 Nomor 44, alat 
bukti dapat berupa: 
1. Bukti tertulis (KUHPerdata Pasal 1867) 




Dalam pengambilan keputusan hakim diwajibkan untuk adil oleh 
karena itu harus melalui proses pengambilan putusan, yaitu :  
a. Musyawarah majelis hakim 
Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang 
dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang 
yang diajukan. Dalam musyawarah ini setiap hakim memiliki hak 
yang sama dalam hal (wawancara dengan, Drs.H. A. R. Budidin, 
S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar, tanggal 6 
November 2013): 
1) Mengkontratir peristiwa hukum yang diajukan oleh para 
pihak dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah 
terjadi peristiwa hukum. 
2) Mengkualifisir peristiwa hukum artinya adalah 
menggolongkan peristiwa hukum, 
3) Mengkonstituir yaitu  menetapkan keadilan  kepada para 
pencari keadilan. 
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b. Metode Penemuan Hukum 
Penemuan hukum merupakan hal yang paling sulit 
dilaksanakan. Karena hakim dianggap tahu hukum (ius curia now'f), 
padahal hakim tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu 
banyak ragamnya, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis. 
Tetapi hakim harus mengadili dengan benar. 
Berdasarkan dalam yuridis Pengadilan Agama Makassar maka 
telah benar yang dilakukan oleh penggugat I yang mewakili 11 penggugat, 
bertempat tinggal di BTN Agraria Blok M/15, Kelurahan Karunrung, 
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam mengajukan permohonan 
pembatalan akta hibah kepada Pengadilan Agama Makassar yang mana 
merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan 
Agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara 
dalam wilayah Kota Makassar. 
Pemohon adalah orang muslim dan orang-orang yang terlibat di 
dalamnya juga muslim, sehingga berdasarkan asas personalitas 
keislaman pada orang-orang tersebut di atas wajib tunduk terhadap 
Pengadilan Agama, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama. 
Pengadilan Agama Makassar merupakan salah satu institusi 
peradilan di bawah Mahkamah Agung, di bidang teknik fungsional hukum 
perdata, dan berdasarkan kompetensi absolut di dalam Undang-Undang 
Nomor 7 tahun 1989 jo. Nomor 3 Tahun 2006 yang salah satunya 
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memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara hibah, maka 
Pengadilan Agama Makassar menangani perkara tersebut. 
Menurut analisisnya seharusnya majelis hakim juga merujuk Pasal 
1666 KUHPerdata yang berbunyi: 
Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu 
hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat tank 
kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperiuan si penerima 
hibah yang menerima penyerahan itu. 
 
Selain pasal di atas hakim juga seharusnya merujuk Pasal 1688 
KUHPerdata yang berbunyi : "Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali 
maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut: 
a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah 
telah lakukan. 
b. Jika si penerima telah bersalah melakukan atau membantu 
melakukan kejahatan yang bertujuan mengambii jiwa si 
penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. 
Pengambilan keputusan ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis 
yang disebut putusan atau pun penetapan yang dalam penelitian ini yaitu 
berupa penetapan. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama 
Makassar selalu mengeluarkan keputusannya dalam bentuk tertulis.Dalam 
register perkara No. 1497/Pdt.G/2012/PA. Mks penetapannya berupa : 
Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan 
hibah yang terjadi antara ayah tergugat (penghibah) dan ibu tergugat 
(penggugat I) kepada tergugat terhadap 1 (satu) unit rumah terletak di 
BTN Minasa Upa Blok K2/3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan 
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Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate) Kota Makassar, batal demi 
hukum. 
Menyatakan Akta Hibah Nomor: 100/TMT/IX/1994, Tanggal 7-8- 
1994, tidak mempunyai kekuatan hokum dan menyatakan Sertifikat Hak 
Guna Bangunan No. 1140 Tahun 1988, tidak mempunyai kekuatan hukum 
serta tidak menerima gugatan penggugat selebihnya. 
Dalam Rekonvensi : 
Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi. 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 
Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar 
biaya perkara sejumlah Rp 571.000.00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu 
rupiah) 
Hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim  Pengadilan Agama 
Makassar adalah sebagai berikut: 
a. Bahwa menurut hukum positif, hibah yang telah diberikan 
kepada seseorang dapat ditarik kembali sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1688 KUHPerdata. “suatu penghibahan tidak dapat 
dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali 
dalam hal-hal berikut : 
1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh 
penerima hibah. 
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan 
atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau 
suatu kejahatan lain atas diri penghibah. 
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3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah 
menolak untuk member nafkah kepadanya. 
b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan 
membuktikan bahwa tergugat melakukan penerbitan akta hibah 
yang tidak berkekuatan hukum karena memperolehnya dengan 
akad kredit yaitu mengganti keseluruhan uang dari ayah 
tergugat (penghibah) untuk mempercepat proses pemberian 
hibah. Karena adanya hubungan antara anak dan ayah maka 
hanya dilakukan secara formalitas saja yaitu dengan cara 
tergugat mengganti seluruh uang dari ayahnya dari awal 
menyicil rumah tersebut sampai objek perkara nomor III lunas 
dan dilunasi oleh tergugat, dan atas dasar itulah tergugat 
mengeluarkan akta hibah dan melakukan balik nama atas objek 
tersebut. Apalagi objek perkara nomor III tersebut sudah jelas 
menyalahi aturan Kompilasi Hukum Islam “Hibah yang melebihi 
1/3 dari luas objek yang dihibahkan adalah bertentangan 
dengan ketentuan hukum”. Proses penghibahan tersebut juga 
tidak diketahui oleh saudara-saudara dari tergugat.  
c. Bahwa penarikan kembali/pembatalan hibah dipandang dapat 
memenuhi rasa keadilan dan mempunyai kemaslahatan yang 
lebih besar karena dengan adanya pembatalan hibah tersebut, 
penggugat dapat kembali memiliki tanah dan rumah tempat, lain 
halnya jika hibah tersebut tetap dipertahankan akan 
menyengsarakan penggugat. Karena tujuan penarikan dan 
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pembatalan hibah tersebut baik, hanya untuk membagi rata 
harta warisan dari ayah tergugat dan penggugat. 
Alasan dan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka 
pembatalan hibah yang diajukan penggugat/pembanding dipandang telah 
memenuhi syarat dan berdasarkan hukum, oleh karenanya putusan 
Pengadiian Agama Makassar dapat dipertahankan sendiri dengan 
menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat 
Menurut penulis, berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum 
Islam bahwa: Penghibah adalah orang yang telah berumur sekurang-
kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat 
menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang 
lain di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 
Syarat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal di atas 
sudah terpenuhi, penulis menekankan pada aspek tanpa adanya paksaan. 
Akan tetapi dalam perkara ini mengandung kepalsuan yang dinilai sebagai 
“kepalsuan Intelektual”, sebagaimana yang dijelaskan M.Yahya Harahap, 
S.H bahwa akta otentik yang mengandung kepalsuan intelektual adalah 
akta otentik yang isi keterangannya tercantum didalamnya berlawanan 
dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
Penafsiran hakim tentang anak dan orang tua sangat bertolak 
belakang dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu 
Abbas  bahwa : Penarikan kembali hibah, tidak halal bagi seseorang 
menarik kembali sesuatu pemberian kepada siapa pun, kecuali orang tua 
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yang menarik kembali pemberian itu, tidak halal seseorang menarik 
kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah kepada anaknya, jika 
ayah menghibahkan sesuatu kepada cucunya sampai garis ke bawah 







1. Kedudukan harta berupa rumah setelah dihibahkan, bahwa 
kepemilikan rumah segera beralih kepada penerima hibah dan tidak 
dapat dicabut atau dibatalkan kecuali hibah untuk anak sesuai 
Kompilasi hukum Islam pasal 212, sepanjang tidak ada upaya yang 
bersifat melanggar hukum  yang tujuannya untuk mempercepat 
proses peralihan hibah. Serta sesuai pasal 210 Kompilasi Hukum 
Islam yaitu menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta 
bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang 
saksi, berarti nilai dari harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 
1/3 dari jumlah harta pemberi hibah. 
2. Yang menjadi pertimbangan hukum hakim : 
 Hibah yang telah diberikan kepada seseorang dapat ditarik 
kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata. “suatu 
penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula 
dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut : 
a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh 
penerima hibah. 
b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan 
atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu 
kejahatan lain atas diri penghibah. 
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c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah 
menolak untuk member nafkah kepadanya. 
B. Saran 
1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana 
agar masyarakat dapat menegrti akan hak dan kewajibannya, 
terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi 
Hukum Islam yang dimana belum banyak diketahui khususnya 
masyarakan awam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum 
di Pengadilan Agama. 
2. Perlu adanya ketelitian hakim dalam menganalisa dan memutus 
semua kasus yang masuk di Pengadilan Agama Makassar, selain 
itu sudah sepantasnya seorang hakim memberikan pertimbangan 
hukum, baik hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya 
sesuai dengan kondisi masyarakat Makassar. Apalagi hukum itu 
bersifat fleksibel dari masa ke masa dimana diketahui tiap masa 
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